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KOMISI PTMILIIIAIT IIMT'M
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAT{ KOMISI PEMILII{AIT IIMI'M
KOTA PRABIIMULIH

r{oMoR: b9 /HK.O3. l-Kpt/ 1674 rcs IKPU-Kota lvttl 2OL8

TEITTAITG

PEIIBTAPATI REKAPITULI\SI IIASIL PEI5GHITI'UGAIT SUARA
DALIIU PTMILIIIAN ITALIKOTA DAIT WAKIL WALIKOTA PRABIIMULIH TAIIUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIIIAN ITMIIM KOTA PRABT'ITULIH,

trfsairnlraflg a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturao Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah
dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OL5;

b. bahwa berdasarkan Lampiran Baris 8 huruf c Peraturan
Komisi psrnilihan Umum Nomor 2 Tahun zALg tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1

Tahun 2Ol7 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2Ol8;

c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2OLB tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Prabumulih-

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Prabumulih {Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOl Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48OU sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 20ll tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 8,
Tambaha:r l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
518e);
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor
82, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1O Tahun 2OL6
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ot4 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 13O, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7
Nomor 182, Tmabahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61O9);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20OS tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2OO8;

8. Perafuran Komisi Pemilihan Umum Nomor O5 Tahun 2OO8
tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Kornisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa ka,li,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor O1 Tahun 2O1O;

9. Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor O6 Tahun 2OO8
tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan {Jmum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pernilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 22Tahrun 2OO8;
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l0.Peraturan Bersama Komisi Pemilihan umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2OL2,
Nomor 11 Tahun 2OL2, Nomor O1 Tahun 2Ol2 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

ll.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan lJmum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, Komisi Pernilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan KabupatenfKota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
20L7;

l2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2AL7
tentang Tatrapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2O18;

l3.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemithan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atanu Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Perrilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol7;

l4.Peraturan Komisi Pernilihan Umum Nomor 9 Tahun 2OL8
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
Tingkat KPU Kota Prabumulih dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2OLB (MODEL DB-KWK);

2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap
PPK di Kota Prabumulih dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2078 (MODEL DBl-I(WK).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PRABUMULIH TAHUN 2018.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dalam Pemilihan Walikota dan \llakil Walikota Prabumulih
Tahun 2018 yang dituangkan dalarn Model DBI-KWK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA

KETIGA

KELIMA

Menetapkan hasil perolehan suara psrnilihan Walikota dan
Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sdr. Ir. H.
RIDHO YAIIYA, I[.M. dan Sdr. H. AITDRIANSYAII FII(RI,
S.H. dengan perolehan suara sebanyak 74.729 (TuJuh
puluh empat ribu tuJuh ratus dua puluh tigaf suara.

b. KOLOM KOSOITG dengan perolehan suara sebanyak
19.552 (Sembilqn belas f$11 lirna ratus lima puluh dual
suara.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terbanyak sebagaimana
rlirnaksud dalam Dikhrm KEDUA akan dijadikan sebagai dasar
penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Prabumulih terpilih periode 2018 - 2023.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan bila terjadi kekeliruan
dalam penetapan ini.

Ditetapkandi Prabumulih
pada Tanggal Ctl Juli 2018
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KOMISI PEMILIIIAN IIMUM
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Tembusan disampaikan keoada Yth.:
1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Walikota Prabumulih di Prabumulih;
3. Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Ketua Pengawas Pemilu Kota Prabumulih di Prabumulih;
6. Inspektur Kota Prabumulih di Prabumulih;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih di Prabumulih;
8. Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih;
9. Pertinggal.
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